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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 150TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR lSl TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGA;RAN 2019 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa sehubungan dengan diterimanr a tambahan dana 
cadangan Tahap II Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 
Bantuan Operasional Penyelenggara~ Pendidikan Anak 
Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2019 dalri Pemerintah, dan 
Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 
2019, baik penyesuaian BOS regular maupun 
pengalokasian untuk BOS Afirmasi Idan 130S KineIja, 
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 131 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Perupahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 Lampiran angka V 
Hal Khusus Lainnya nomor 26 bahwa program dan 
kegiatan yang dibiayai dari DBH-OHT yang bersifat 
earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas 
B\lmi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK 
dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonf mi Khusus, Dana 
Tambahan Infrastruktur untuk Provinsj Papua dan Papua 
Barat, Dana Keistimewaan DIY, Danai Darurat, Bantuan 
Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya 
yang sudah jelas peruntukannya $erta pelaksanaan 
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak 
lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum 
dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan 
peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara : 
a . Menetapkan Peraturan Kepala Daerah ten tang 
Perubahan Penja ·)aran APBD, dan memberitahukan 
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
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atau disampaikan dalam LRA apa~ila Pemerintah Daerah 
tidak melakukan perubahan APBD; 

bahwa berdasarkan pertimbangan Isebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang P~rubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 131 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah d~ngan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang PeIpbentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Suba:ng dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1968 lNomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tc;iliun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indone~ia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembruran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 

I 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 'Dahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lemba:rran ~egara Republik 
Indonesia Nomor 4400) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 ~omor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 'Dahun 2011 tentang 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tcihun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (LembarJn Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 24~ , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No~~r 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapakali teral,khir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembarj n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor'b6:i9) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5~ Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan DaerJ h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 iNomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lemba~an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/Daer~ (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 b Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara .Republik Indone, ia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemenntah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indone~ia Nomor 5165) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri INomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberara kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Pf:-aturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 20p6 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
ten tang Tata Cara Evaluasi Ranc~gan Peraturan Daerah 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Da9rah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan I Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pe[ ubahan atas Peraturan 
Menteri Dalal.:'. Negeri Nomor 16 Tflhun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peralturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanj~ Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525)' ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri INomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hib h dan Bantuan Sosial 
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yang bersumber dari Anggaran Penda atan dan Belanja 
Daerah sebagaimana diubah beber · pa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Nege . Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pedoman Pemberian Hibah dan Baljltuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitu11lgan, Penganggaran 
Dalam APBD, Dan Tertib Admin~strasi Pengajuan, 
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 1744) ; 

17. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 
tentang Peru bah a n Rincian Dana Desa menurut Daerah 
Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tah un 2017 Nomor 1971) ; 

19 . Peraturan Menteri Pendid ikan dan Kepudayaan Nomor 35 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kenua atas Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 
ReguIer; 

20 . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 
Tahun 20 19 ten tang Petunjuk Teknis Bantuan 
Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional 
Sekolah Kinerja; 

21. Peraturan DaeraJl Provinsi Jawa Baret Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Anggarah Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ; 

22 . Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4) ; 

23 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
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2019 tentang Perubahan Anggara Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmala a Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten asikmalaya Tahun 
2019 Nomor 7); 

26 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 139 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 131 Tahun 20 19 ~en~.ang Penjabaran 
Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 131) . 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan ~ebudayaan Nomor 
4 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan 

DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun 20 i 9. 

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pen!1idikan Masyarakat Kementeriap. Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor : 4046/C.C~/PR/2019 Hal 
Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan BOP PAUD 
Tahap II Tahun 2019. 

3. Adendum ke 1 Nomor: 978.3/ 19394/SET-DISDIK atas 
Naskah Perjanjian Hibah BOS Reguler Tahun 2019 

antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabul(aten Tasikmalaya 
Nomor : 978.3/2841-SET-DISDIK. 

4. Naskah Perjanjian Hibah BOS Afirmasi Tahun 2019 
antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor : 978.3/ 18809-SET.DISDIK. 

5. Naskah Perjanjian Hibah BOS Konerja Tahun 2019 

antara GUbernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor: 978.3/ 18810-SET.DISDIK. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 131 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Npmor 131 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 (Berita D<jlerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 131) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi se agai berikut: 

Pasal II 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An~aran 2019 semula 
berjumlah Rp. 3.980.627.999.778,00 · bertambah sejumlah 
Rp. 105.371.370.255,00 sehingga menjadi Rp. 4.085.999.370.033,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah 

Rp. 3.808.688 .582 .624,00 

Rp . 105.371.370.255,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.914.059.952.879,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp . 3 .980.627.999.778,00 

b. Bertambah Rp . 105.371.370.255,00 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 4.085.999.370.033,00 

Surplus / (Defisjt) Rp . (171.9~9.417.154 , 00) 

3. Pembiayaan Datrah : 

a . PenerimaanPembiayaan Daerah 

1) Semula Rp . 92.945 .541.600,00 

2) Bertambah Rp. 84.993 .875.554,00 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 177.93Q.417.154,00 

b. PengeluaranPembiayaan Daerah 

1) Semula Rp. 4 .000.000 .000,00 

2) Bertambah Rp . 2 .000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp.171.939AI7.154,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi setiagai berikut: 

Pasa12 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan <dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan B-qpati ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; 

Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2018 ; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibab 
Yang Diterima ; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Sosial Yang Diterima. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerint 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Be 
Tasikmalaya. 

pengundangan 
ta Daerah Kabupaten 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 5 Desember ?c)19 

KABUPATEN TASIKMALAYA, 

C/ 
I1N AMINUDIN 

Ditetapkan di Si1j1gaparna 
pada tanggal 5 nksember 2019 

BUPATI i IKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 150 


